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Tarik menarik antara desentralisasi dan sentralisasi di berbagai negara termasuk Indonesia, selalu menjadi
perbincangan yang menarik. Sulit ditentukan titik keseimbangan yang tepat antara sentrabsasi di satu pihak
dan otonomi daerah di pihak lain. Demikian juga mengenai otonomi dan kontrol, Pemerintah Pusat sulit
menentukan titik keseimbangan yang tepat antara otonomi dan kontrol. Berbagai undang-undang tentang
pokok-pokok pemerintahan di daerah yang diterapkan juga tidak berhasil menentukan keseimbangan yang
dapat menyenangkan semua pihak.

Pemerintah Pusat mengalami dilema antara otonomi dan kontrol, karena di satu pihak Pemerintah Pusat
mempunyai political will (kemauan politik) untuk memperbesar otonomi daerah, tetapi di pihak lain
Pemerintah Pusat melakukan kontrol yang sangat ketat .terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.
Otonomi daerah dapat diukur dari adanya kebebasan bergerak bagi pemerintah daerah untuk membuat dan
mel aksanakan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memerlukan
Pendapatan Adli Daerah yang tinggi, sehingga dapat mandiri dan mengurangi ketergantungannya. terhadap
Pemerintah Pusat. Sebab Pendapatan Adli Daerah yang tinggi sangat menunjang pel aksanaan otonomi
daerah. Pendapatan Adli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Bekasi selalu mengalami peningkatan, selama
limatahun terakhir (1991/1992 s.d. 1995/1996) rata-rata peningkatannya sebesar 32,89%, dan kontribusinya
terhadap APBD rata-rata 37,61%.

Dalam penelitian ini dikaji dua masalah pokok yakni: pertama, sgjauh mana kontrol Pemerintah Pusat
terhadap Pemerintah Daerah Tingkat 11 Bekasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua, apakah dampak
kontrol terhadap kebebasan Pemerintah Daerah Tingkat |1 Bekasi dalam membuat dan melaksanakan
kebijakan di bidang keuangan daerah. Teori yang digunakan untuk mendasari permasalahan ada dua yakni:
Pertama, teori kontrol, kedua teori otonomi daerah. Instrumen penelitian adalah wawancara mendalam
(indepth interview).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrol Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah Tingkat 11
Bekas sangat ketat. Akibatnya Pemerintah Daerah Tingkat 11 Bekasi kurang bebas membuat dan

mel aksanakan kebijakan yang dibutuhkan daerahnya. Setiap bantuan keuangan Pemerintah Pusat terhadap
daerah diikuti oleh petunjuk, pengarahan dan pengendalian sehirigga Pemerintah Daerah Tingkat |1 Bekasi
kurang bebas dalam menyusun, mengal okasikan dan melaksanakan anggaran sesuai dengan kebutuhan
daerah. Anggaran yang agak bebas disusun, dialokasikan dan dilaksanakan adalah anggaran yang bersumber
dari Pendapatan Adli Daerah (PAD).
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